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Abstract 

 The aim of this research is to determine the implementation of online KIR in Pekanbaru and its obstacles. 

The method used is a qualitative method; informants such as the head and employees of the Motor Vehicle Test 

UPT, as well as the KIR test organizer community. Data collection methods are interviews, observation and 

documentation. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of online KIR in 

Pekanbaru via Smart Card has not been fully achieved. The UPT PKB Transportation Service has communicated 

updates to the Blu-E Smart Card via social media, banners and direct appeals to the public taking test drives, but 

the public has not fully accepted the update. Obstacles in implementing online KIR in Pekanbaru include the 

vehicle driving inspection process which causes inconvenience for the driver/owner of the vehicle being inspected 

and the vehicle owner is sometimes absent or intentionally absent. do not shirk responsibility for vehicle technical 

inspections, Riau electricity crisis, vehicle test transfers without notification. 
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Abstrak 

 Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan KIR online di Pekanbaru dan 

hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif; informan seperti kepala dan pegawai 

UPT Uji Kendaraan Bermotor, serta masyarakat penyelenggara uji KIR. Metode pengumpulan data 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan KIR online di Pekanbaru melalui Smart Card belum sepenuhnya tercapai. UPT PKB Dinas 

Perhubungan telah mengkomunikasikan pembaruan Blu-E Smart Card melalui media sosial, spanduk, 

serta imbauan langsung kepada masyarakat yang melakukan test drive, namun masyarakat belum 

sepenuhnya menerima pembaruan tersebut. Kendala pelaksanaan KIR online di Pekanbaru antara lain 

pada proses pemeriksaan pengendaraan kendaraan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi 

pengemudi/pemilik kendaraan yang diperiksa dan pemilik kendaraan terkadang mangkir atau sengaja. 

tidak mengelak dari tanggung jawab pemeriksaan teknis kendaraan, krisis kelistrikan Riau, mutasi uji 

kendaraan tanpa pemberitahuan. 

Key Words : 1 Penerapan, KIR, Online 
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Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan transportasi atau pengangkutan merupakan hal 

yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat Indonesia. Dari era 

kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) hingga modern, transportasi selalu 

mendukung dan menjadi salah satunya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia 

tercermin dari beberapa faktor, seperti keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan 

pulau dan perairan, sebagian besar terdiri dari lautan, sungai, dan danau, yang 

memungkinkan transportasi dilakukan melalui darat, air, dan udara. Jangkau seluruh wilayah 

Indonesia. Dalam hal ini Dinas Angkutan Kota Pekanbaru berhak melakukan pemeriksaan 

kesesuaian pada setiap kendaraan yang ada di Pekanbaru dan setiap kendaraan harus lulus 

uji kelayakan. Selain investasi anggaran tahunan ke kas daerah, dampak pengawasan dan 

pemeriksaan juga sangat penting, seperti terciptanya ketertiban sosial, keselamatan dan 

kenyamanan lalu lintas, penurunan angka kecelakaan di wilayah, dan peningkatan 

infrastruktur. rambu-rambu jalan yang digunakan oleh pengguna jalan dll. Telah dijelaskan 

bahwa pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi perencanaan, pengaturan, 

pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 5 Ayat 2 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 “Tentang Lalu Lintas dan Angkutan”. Pemerintah harus 

memantau apakah kendaraan penumpang dan barang (angkutan umum, bus, truk) layak 

untuk lalu lintas jalan raya. Pemeriksaan yang dilakukan berupa uji KIR (berkala). 

Pengujian kendaraan bermotor sendiri merupakan serangkaian pengujian dan 

pengecekan terhadap bagian dan komponen kendaraan, termasuk truk, untuk memenuhi 

persyaratan teknis dan lalu lintas. Anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat kepada 

Kementerian Perhubungan sebesar 112 miliar rupiah, dengan sekitar 76 miliar rupiah untuk 

kegiatan lain seperti tagihan listrik untuk lampu jalan, dan kegiatan lain seperti tarif bus Trans 

Metro Pekanbaru (TMP) dan pembayaran gaji. , dan juga tenaga kerja harian gratis (THL). ). 

Jumlah kendaraan yang diperiksa di UPTD PKB Dinas Perhubungan Pekanbaru sebanyak 

100-150 kendaraan per hari. Tabel berikut menunjukkan jumlah kendaraan yang menjalani 

pengujian berkala aktif dan pasif di Dinas Angkutan Kota Pekanbaru pada tahun 2021-2022. 

Tabel 1 

Jumlah Kendaraan Yang Melaksanakan Uji Berkala Aktif Dan Non Aktif Pada Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022 

No 
Jenis 

Kendaraan 

2021 2022 

Aktif Non 

Aktif 

Jumlah Aktif Non 

Aktif 

Jumlah 

1. AJ DP - - - - - - 

2. Taksi 172 1.053 1.255 70 1.152 1.222 

3. Oplet 20 1.822 1.842 12 1.830 1.842 

4. Rental 130 1.517 1.647 129 1.526 1.655 

5. Oto Bis 796 2.452 3.248 961 2.414 3.375 

6. Mini Bus 308 2.509 2.817 309 2.534 2.843 

7. Pick UP 21.536 32.635 54.171 1.865 37.314 56.179 

8. Truk 

Sumbu-2 

6.399 22.361 28.760 6.938 22.310 29.248 

9. Truk 

Sumbu-3 

306 6.255 6.561 2.045 4.540 6.585 
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10 Tanki 

Sumbu -2 

231 1.054 1.285 350 962 1.312 

11 Tanki 

Sumbu -3 

155 494 649 138 509 647 

12 Trucror 

Head 

144 534 678 236 465 701 

13 Kereta 

Tempelan 

69 502 571 125 456 581 

14 Kereta 

Gandeng 

- 5 5 - 4 4 

15 Kendaraan 

Khusus 

384 385 769 370 411 781 
Jumlah 30.650 73.578 104.228 30.548 76.427 106.975 

Sumber: Data UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2023 

Pada tahun 2021 hingga tahun 2022, peningkatan jumlah kendaraan barang tidak aktif 

disebabkan karena kendaraan tersebut tidak digunakan, terdapat kendaraan yang sedang 

duduk (rusak berat), dan terdapat kendaraan yang telah dipindahkan namun tidak 

dilaporkan. Pemilik kendaraan harus terlebih dahulu melaporkan dan mencabut berkasnya, 

dan alasan lainnya mungkin karena kurangnya kendali atas kendaraannya selama 

penggerebekan di lokasi. dapat menjalankan tes SIM. 

Tes rutin yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan diatur jelas 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (PP LLAJ) 

dan dibahas secara mendalam dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. 

PM Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub 

PBKB). Buku KIR mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengoperasian kendaraan 

umum maupun pribadi. Fungsi utama buku ini adalah untuk menjamin keselamatan 

kendaraan untuk kegiatan niaga dan bisnis. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi 

saat ini menuntut seluruh pelayanan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi yang 

inovatif, seperti kartu pintar yang menggantikan fungsi buku KIR. Pada tanggal 20 Juli 2020, 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengganti buku surat keterangan uji kendaraan (PKB) 

dengan kartu pintar Blue-E yang menjadi bukti lolos uji elektronik.  

Anda dapat melihat di bawah ini aplikasi online untuk mengelola tes KIR secara online. 

Gambar 1. 

Aplikasi Untuk Pengurusan Uji Kir Secara Online 

 

Sumber: Uji Kir Online Pekanbaru, 2023 
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Penerapan Smart Card ini berdasarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 

KP 1742/AJ 502/DRJD/2020 untuk penerbitan pemeriksaan berkala Kendaraan Bermotor 

secara elektronik. Kartu pintar ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Formulir ini 

seperti e-KTP. Ini hanya tersedia dari Kementerian Jalan dan Transportasi berdasarkan 

informasi yang diterima dari masyarakat. Kartu pintar Blue-E terdiri dari dua sertifikat 

kelulusan, dua stiker holografik dengan kode QR yang ditempel di kaca depan mobil, dan 

satu kartu pintar berteknologi NFC. Ada beberapa data yang tertera pada smart card, seperti: 

1. Identifikasi kendaraan 

2. Gambar fisik 4 (empat) sisi kendaraan 

3. Data hasil tes reguler disimpan dalam bentuk digital. 

Informasi ini dapat diakses dengan memindai kode QR pada stiker hologram dan 

memasangkan kartu pintar ke smartphone berkemampuan NFC. 

Konsep smart card digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berbasis 

teknologi informasi, sehingga tercipta pemerintahan yang mampu menjalankan fungsinya 

secara efektif dan efisien, yang pada akhirnya berdampak pada kemudahan akses informasi 

warga negara. Selain itu, penggantian buku KIR dengan kartu pintar juga mengurangi 

penipuan yang sering terjadi saat pengisian buku KIR, karena kartu pintar ini memiliki 

barcode. Dengan menggunakan Blue-E Smart Card, Anda dapat terhindar dari hilangnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari biaya uji kendaraan. Telah terjadi perubahan tarif pajak 

kartu pintar Blue-E sejalan dengan Peraturan Daerah 9 (Perda) tahun 2018 dan Peraturan 

Walikota 65 (Pervaco) tahun 2020. Artinya, pembayaran biaya KIR tidak lagi seimbang. 

Sebelumnya biaya KIR sebesar Rp. 37.000 untuk semua jenis kendaraan, dan pada Blue-E 

pajaknya dibayar berdasarkan berat kotor dan berat kendaraan. Upaya pemerintah dalam 

pengembangan transportasi ditujukan untuk mengatur kelayakan kendaraan yang beroperasi 

di jalan dan menciptakan serangkaian peraturan dan kebijakan agar masyarakat 

memperhatikan dan mengikuti keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, namun 

pada kenyataannya justru hal tersebut kebijakan masih banyak masyarakat khususnya 

pengemudi dan pemilik kendaraan lanjut usia yang kesulitan dalam memanfaatkan teknologi 

informasi sehingga program yang dibuat sebagai pembuktian kelulusan tes elektronik masih 

belum maksimal dan potensi pejabat yang tidak jujur akan memalsukan buku KIR dan 

membantu pihak tertentu untuk mendapatkan surat lalu lintas secara tidak sah. Oleh karena 

itu, kami berharap dengan inisiatif baru kartu pintar, penipuan dalam proses otorisasi dapat 

berkurang. Pada dasarnya tindakan tersebut pada akhirnya akan berdampak pada 

keselamatan pengguna angkutan dan pengguna jalan lainnya. 

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan dalam penelitian ini adalah 

(Luis Vigo Kasmedi, 2020), (Rani Raztiani, 2022), (Viktoria Ndia, 2019)  perbedaan 

penelitiannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Pekanbaru. 

Kemudian jenis aplikasi layanannya penelitian ini dilakukan pada Blu-E (Buku Lulus Tes 

Elektronik) melalui Smart Card. 

Tinjauan Pustaka 

Secara epistemologis, penerapan dapat diartikan sebagai upaya menerapkan sesuatu 

yang baru untuk mencapai suatu hasil.Pada prinsipnya implementasi adalah suatu cara yang 
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digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003: 158). Metode 

adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan menerapkan berbagai tindakan yang 

memaksakan sesuatu pada organisasi Anda. 

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh 

individu/pejabat atau kelompok pemerintah/swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dalam keputusan (Wahab, 2016:65).  

Penerapan menurut pengertian ini adalah penerapan hasil pekerjaan yang diperoleh 

dengan cara yang praktis bagi masyarakat. Pengertiannya adalah pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok masyarakat dan swasta yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan (Agustino, 2006: 139). 

Penerapan e-governance memerlukan perubahan dalam pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat. World Bank Group dalam Indrajit (2002:3) mendefinisikan pengertian e-

Government sebagai “E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi 

(broadband, Internet, mobile computing, dan lain-lain) oleh lembaga pemerintah untuk 

mentransformasikan hubungan antar warga negara. , dunia usaha dan instansi pemerintah 

lainnya. E-governance mengacu pada penggunaan teknologi informasi (jaringan area luas, 

Internet, komputasi mobile, dll.) oleh lembaga pemerintah yang mampu berkomunikasi 

dengan warga negara, perusahaan, dan organisasi lainnya. 

Pemanfaatan e-governance merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kapasitas 

negara sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan aktivitas kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Peningkatan kapasitas PNS dalam penerapan e-governance terus dikembangkan 

agar mampu bersaing dalam persaingan global. 

Elemen keberhasilan penerapan e-governance Organisasi pemerintah dapat secara 

serius dan hati-hati menerapkan konsep digitalisasi dalam pelayanan publik. Hasil kasijan 

dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit,2004) mengidentifikasi tiga elemen 

yang harus dikuasai dan ditanggapi dengan serius agar implementasi e-Government berhasil: 

dukungan, kapasitas, dan nilai. Berikut penjelasannya: 

a. Unsur pendukung: Adanya keinginan (tujuan) atau kemauan politik pemerintah dan 

pejabat politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government. Berikut arti 

dukungan: 

1. Sistem e-Government harus dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam 

memenuhi visi dan misi negara, dan sistem ini harus diutamakan sambil 

mempertimbangkan kunci keberhasilan lainnya; 

2. Untuk menciptakan konsep e-Government ini, alokasikan beberapa sumber daya 

(manusia, keuangan, energi, waktu, informasi, dll.) di tingkat lembaga pemerintah 

(misalnya, memiliki undang-undang dan peraturan khusus, penugasan fungsi tertentu, 

dll.). Organisasi seperti kedutaan elektronik, yang tanggung jawab utamanya adalah 

menyiapkan aturan kerja sama dengan sektor swasta); Kemudian 

3. Sosialisasi konsep e-governance kepada seluruh birokrat dan seluruh masyarakat secara 

seragam, berkesinambungan, konsisten dan menyeluruh melalui berbagai metode 

promosi. 
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b. Elemen kekuatan: Elemen capacity merupakan kemampuan atau unsur kewenangan 

pemerintah daerah untuk mewujudkan impian e-Governmentnya. Berkaitan dengan unsur 

tersebut, pemerintah harus mempunyai tiga hal, yaitu: 

1.    Apakah terdapat sumber daya yang cukup untuk melaksanakan inisiatif bersama e-

Government, khususnya inisiatif yang berkaitan dengan sumber daya keuangan; 

2.   Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, karena fasilitas ini merupakan 50 

persen kunci keberhasilan implementasi konsep e-Government; Kemudian. 

3.   Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang 

diperlukan untuk memastikan penerapan e-Government memenuhi prinsip manfaat 

yang diharapkan. 

C. Elemen nilai (manfaat): Elemen pertama dan kedua adalah dari sisi supply (pemerintah ke 

penyedia layanan), dan yang ketiga (Value) dari sisi permintaan.Berbagai inisiatif e-

Government tidak ada gunanya jika tidak dipandang bermanfaat bagi salah satu pihak. Salah 

satunya penerapan konsep ini. Besar kecilnya manfaat yang diperoleh dari e-Government 

ditentukan oleh masyarakat dan pihak yang mempunyai kepentingan (demand side), bukan 

pemerintah itu sendiri. Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam memilih prioritas. Untuk 

semua jenis aplikasi e-Government. Pembangunan harus diprioritaskan untuk memberikan 

nilai nyata (manfaat) kepada masyarakat. 

Metode 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2016: 4-5), 

penelitian kualitatif adalah suatu jenis metode yang menggambarkan, menyelidiki, dan 

memahami makna-makna yang ditafsirkan oleh sejumlah individu atau kelompok orang 

dalam permasalahan sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-

upaya yang signifikan seperti pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data spesifik dari 

partisipan, analisis secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna 

data.  

Penelitian ini dilakukan pada pengguna kendaraan yang wajib uji KIR dan belum 

melakukan uji KIR. Lokasi penelitian ini di Dishub Kota Pekanbaru. Adapun pertimbangan 

peneliti memilih lokasi ini dikarenakan pengelolaan uji teknis dan pendataan kendaraan 

merupakan hal yang penting untuk keselamatan dan keamanan pengemudi atau penumpang. 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data 

yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung kepada narasumber dengan acuan 

pedoman wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang lain atau lewat 

dokumen, peneliti menggunakan jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian serta 

berita online yang terkait yang dijadikan sebagai sumber sekunder.  

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara karena melihat pada 

proses mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha 

memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya sehingga bisa melihat 

peengaruh penelitian ini.  

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru, Teknisi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, 



 

 
 
 

Suryandi Amar Yusron dan Evi Zubaidah 

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 / 2024 413 

Pengguna kendaraan yang melakukan uji KIR, Pengguna kendaraan yang tidak melakukan 

uji KIR. 

Hasil dan Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis data dari wawancara,   observasi   dan   dokumentasi 

menurut Elemen keberhasilan penerapan e-governance Organisasi pemerintah Hasil kajian 

dan riset dari Harvard JFK School of Government (Indrajit,2004) sebagai berikut: 

1. Elemen Support 

a) Disepakatinya kerangka e-Government 

Disepakati bahwa sistem e-Government adalah salah satu kunci keberhasilan visi dan 

misi negara, dan sistem ini harus dianggap sangat penting seiring dengan pertimbangan 

kunci keberhasilan lainnya. Ide inovatif adalah pemikiran untuk memunculkan ide baru 

untuk memperoleh perbaikan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menerapkan inovasi berupa kartu pintar Blu-

E yang menjadi bukti lolos tes elektronik.. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa 

tidak semua masyarakat dan pemilik kendaraan memahami cara pengurusan KIR secara 

online, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperoleh pengelola sehingga 

harus banyak bertanya mengenai syarat dan ketentuan penggunaan. . itu sedang 

diproses. 

b) Dialokasinya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tengah mendalami tes Kir online yang dilakukan 

Dinas Perhubungan sebanyak 3 kali dalam sebulan dan memberikan denda kepada 

pemilik kendaraan barang yang telah membayar pajak sebanyak 1 kali dalam 6 bulan. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, terlihat jelas bahwa reformasi tersebut 

telah dilaksanakan oleh UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sejak awal tahun 

2020 hingga saat ini. Masyarakat mengetahui adanya penerapan inovas baru yaitu 

konversi buku KIR menjadi Blue-E Smart Card 

c) Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, konsisten, dan 

menyeluruh 

Konsep e-governance disebarluaskan melalui berbagai sarana publisitas yang simpatik 

secara lancar, berkesinambungan, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh birokrat 

dan masyarakat luas.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan 

bahwa perubahan yang dilakukan untuk kepentingan pengguna UPT PKB dan Dinas 

Transportasi Biru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat diterima oleh masyarakat. 

Layanan E Smart Card sendiri. Saluran komunikasi seperti poster dan spanduk juga 

banyak dipasang di wilayah setempat guna menyadarkan masyarakat akan alur 

reformasi ini. 

UPT PKB Pekanbaru memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai perubahan 

yang ada. Berbagai saluran komunikasi diterapkan, seperti pemasangan spanduk dan 

spanduk di tempat tes, media sosial, radio, hingga komunikasi langsung dengan 

masyarakat saat masyarakat melakukan test drive mobilnya. Dengan adanya inovasi 
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baru, secara umum banyak orang mempunyai perasaan positif dan negatif terhadap 

perubahan tersebut. 

2. Elemen Capacity 

a) Ketersediaan sumber daya yang cukup 

Dari hasil observasi diketahui sumber daya (pegawai) yang melakukan pelayanan 

pengujian kendaraan masih kurang, namun masih sesuai dengan keterampilannya, 

dimana setiap pegawai dibagi menjadi 3 (tiga) lini yaitu kendaraan kecil, kendaraan 

besar, dan kendaraan baru. , staf saat ini sudah mencukupi. Di sini staf bertindak sebagai 

acuan utama yang menjadi dasar tindakan atau tindakan selanjutnya. Pengetahuan kerja 

bukan hanya kesadaran akan upaya menyelesaikan pekerjaan, melaksanakan tugas 

yang berkaitan dengan pembuatan laporan yang tepat, dan meningkatkan hasil kerja, 

tetapi juga upaya pemeliharaan gedung dan prasarana. 

b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai 

 Hasil observasi menunjukkan bahwa sumber daya tersebut terkendala oleh kurangnya 

perangkat lunak dan peralatan pendukung Tes KIR online, serta perangkat lunak 

pendukung tes online yang kurang dan perangkat lunak kritis. Peralatan seperti 

tablet/komputer dan software untuk kelangsungan online Dukungan pengujian online. 

c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, kartu pintar 

Blue-E yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan dan dikelola oleh UPT PKB Dinas 

Perhubungan Pekanbaru ini sesuai dengan perkembangan yang ada dan memudahkan 

pelayanan publik. Dengan sistem berbasis komputer online, informasi kendaraan dapat 

disimpan dan diambil dengan mudah. Dari pengamatan saya terhadap ide-ide inovatif, 

pemerintah telah menerapkan inovasi tersebut dengan baik dan diterapkan di UPT PKB 

Pelayanan Angkutan Kota Pekanbaru. 

3. Elemen Value (Manfaat) 

a) Alokasi anggaran 

Berdasarkan observasi peneliti industri, disimpulkan bahwa Kementerian Perhubungan 

dan Komunikasi melakukan kegiatan pengambilan keputusan sesuai dengan tata cara 

pengujian kendaraan bermotor secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Jalan Nomor 133 Tahun 2015. 

b) Pemanfaatan terhadap infrastruktur Teknologi informasi yang tersedia 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, menurut saya penerapan ini akan sangat 

membantu operasional Dinas Perhubungan, karena semua sistem yang digunakan 

berbasis online dan cepat. Pada saat ini, setiap orang sangat membutuhkan pelayanan 

yang efisien dan efektif. Semua data mudah dimasukkan dan mudah ditemukan. Proses 

pengujiannya juga cepat. Masyarakat dan Dinas Perhubungan benar-benar bersinergi 

dalam menerapkan inovasi tersebut, dan partisipasi masyarakat sangat terlihat pada saat 

Dinas Perhubungan melakukan uji coba kendaraannya di UPT PKB. Banyak masyarakat 

yang datang ke UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk test drive 

kendaraannya dan menukarkan buku KIRnya dengan kartu pintar Blu-E 
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Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan indikator elemen 

elemen keberhasilan penerapan e-governance Organisasi pemerintah sebagai berikut:  

1.    Indikator Elemen Support disimpulkan UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

telah memberikan informasi yang jelas dan akurat terhadap perubahan yang ada. Dengan 

beragam saluran komunikasi yang dilakukan seperti, pemasangan spanduk dan banner 

dikawan pengujian, melalu media sosial, melalui radio, dan melalui penyampaian 

langsung kepada masyarakat saat masyarakat mengujikan kendaraannya. Dengan 

adanya inovasi baru pada umum banyak masyarakat yang pro dan kontra dengan 

adanya perubahan, sekecil apapun itu suatu perubahannya. 

2.    Indikator Elemen Capacity disimpulkan bahwa dalam sumber daya ini yang menjadi 

hambatan adalah dimana masih kurangnya software dan peralatan penunjang program 

Uji KIR online dimana software penunjang pengujian secara online masih belum 

memadai dimana software tersebut sangatlah penting untuk keberlangsungan secara 

online, peralatan seperti tablet / PC dan software penunjang pengujian online relatif 

mahal sehingga dalam penambahannya perlu waktu yang lama dalam penganggaran 

dana. 

3.    Indikator Elemen Value masyarakat sangat berpartisipasi dengan adanya inovasi ini dan 

telah menggunakannya. Masyarakat berusaha untuk aktifdalam penyeleenggaran 

inovasi ini dengan tetap mengikuti peraturan yang telah dibuat. Dengan adanya program 

online ini dapat membantu mempermudah masyarakat dalam pengvurusan KIR, namun 

yang dikeluhkan masyarakat tidak semua masyarakat yang tanggap dalam 

mengaplikasiprogram ini secara online. 
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